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Abstract 
 The objectives of this study is analyzing accountability of public service in management 
Identity Card at tatanga District Office and the obstructed factors. The method used in this study is  
qualitative research, to describe the phenomena based on the fact in the research focus. The 
population of this study is the stake holders of Tatanga District and the public service users. Sample 
selection used purposive technique by selecting 6 (six) informants. Technique of data collection in 
this study consisted of observation, interview and document. The result of the study showed that the 
accountability of public service in management Identity Card at the offfice of Tatanga District was 
less maximal. This was proved by 3 (three) indicators considered to be  a starting point, they are 
service reference, attention to the public and solution. Only 1 (one) indicator showed the 
accountability of service is the solution. It was given by the goverment of the Tatanga District for 
the public service users had been maximally implemented. While indicator of service reference and 
attention to the public had not got maximal categories yet. The factors that obstructed the 
accountability of public service in management Identity Card at Tatanga District offfice which is 
found in this study were unavailability of equipment to create ID card. Thus, the duty of the District 
government officials in service only confined to ID card. Then the people have to complete it to 
another district office or Civil Registration in Palu. Besides, the service provided from district 
government in management Identity Card still oriented on arrangement or simply impressed very 
normative, less committed to adjust servicing values or norms that exist in society in order to create 
a quality of service that is oriented on customer satisfaction. 
Keywords: Accountability, Public Service. 
 
Aparatur pemerintah juga harus 
senantiasa meningkatkan kinerja mereka dan 
mempertanggungjawabkannya kepada 
masyarakat, terutama berkaitan dengan segala 
sikap, perilaku, tindakan, dan kebijakan yang 
telah, sedang, dan akan mereka lakukan 
kepada publik. Akuntabilitas (accountability) 
mereka harus disampaikan secara terbuka 
(openness) dan transparan (transparency) 
kepada publik. (Joko Widodo, 2006: 4). 
Setiap tata kelola negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
(akuntabilitas publik) sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi. Dengan demikian 
penerapan asas akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan negara harus dipenuhi oleh 
aparatur pemerintah yang diberi mandat untuk 
menjalankan birokrasi negara. 
Akuntabilitas adalah sebagai kewajiban 
menyampaikan pertanggungjawaban atau 
untuk menjawab dan menerangkan kinerja 
dan tindakan seseorang/badan hukum/ 
pimpinan kolektif suatu organisasi kepada 
pihak yang memiliki hak atau berwewenang 
meminta keterangan atau 
pertanggungjawaban. (LAN: Hal 43). 
Masih rendahnya akuntabilitas birokrasi 
pemerintahan dalam pelayanan pada publik, 
dan kurang memiliki daya respon yang tinggi 
terhadap kebutuhan masyarakat disebabkan 
karena kinerja birokrasi yang kurang optimal. 
Ismail Mohamad(2009 :23) mengemukakan 
bahwa “kinerja birokrasi yang masih belum 
optimal disadari merupakan  akibat masih 
tingginya pelanggaran disiplin dan tingkat 
penyalagunaan kewenangan dalam bentuk 
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tindak pidana korupsi. Kenyataan ini 
menemukan aksentuasinya pada banyaknya 
keluhan masyarakat menyangkut prosedur 
dan kepastian, tanggung jawab, moral 
petugas, serta masih munculnya praktek 
pungutan liar yang memperbesar biaya 
pelayanan, serta masih rendahnya 
profesionalisme aparatur pemerintah dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Atas 
dasar ini birokrasi masih dianggap sebagai 
faktor penghambat pelaksnaan tugas-tugas 
pemerintahan dan pembangunan”.  
Berbagai fenomena di atas 
menunjukkan betapa lemahnya kepercayaan 
dan legitimasi pemerintah dan birokrasinya di 
mata publik. Untuk itu diperlukan sumber 
daya birokrasi yang memadai atau 
penyelenggara pelayanan publik yang 
memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam 
melaksanakan seluruh aktivitas kelembagaan 
pemerintah. 
Berdasarkan pokok pikiran di atas, 
maka untuk mengatasi berbagai persoalan 
dalam membangun citra pelayanan publik 
yang akuntabel, pemerintah telah menetapkan 
berbagai peraturan dan kebijakan yang 
mengatur asas-asas umum penyelenggaraan 
negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih 
Bebas Dari KKN diatur asas penyelenggaraan 
negara yang meliputi asas kepastian hukum, 
asas tertib penyelenggaraan negara, asas 
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 
proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas 
akuntabilitas (LAN, 2000: 2) Selanjutnya 
dalam penjelasan asas akuntabilitas dalam 
Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa 
proses penyelenggaraan pelayanan harus 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Pasal 4 huruf i). 
Organisasi pemerintah kecamatan 
sebagai lembaga pemerintah terdepan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
adalah salah satu perangkat pemerintah 
kabupaten/kota yang memiliki kedudukan, 
tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam 
rangka penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan di daerah. 
Sehubungan dengan itu maka organisasi 
pemerintah Kecamatan Tatanga yang  
menjadi lokus penelitian penulis, tentunya 
masalah akuntabilitas dalam pemberian 
pelayanan kepada masyarakat  perlu menjadi 
perhatian pemerintah Kota Palu dalam rangka 
peningkatan kinerja organisasi pemerintah 
kecamatan. 
Kecamatan Tatanga sebagai salah satu 
kecamatan yang  dibentuk tahun 2012 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Pemekaran Kecamatan 
adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Palu 
Selatan yang melingkupi 6 kelurahan yaitu 
Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Palupi, 
Kelurahan Pengawu, Kelurahan Duyu, 
Kelurahan Boyaoge dan Kelurahan Nunu. 
Dengan demikian penataan struktur 
kelembagaan seyogyanya dibarengi dengan 
upaya peningkatan penerapan akuntabilitas  
pelayanan publik.  
Dari hasil pengamatan awal pada lokus 
penelitian menunjukkan bahwa dalam 
kenyataannya pemerintah Kecamatan Tatanga 
belum menerapkan sistem akuntabilitas sesuai 
norma-norma atau ketentuan yang berlaku, 
sehingga ,menimbulkan ketidakefektifan dan 
ketidakefisienan pelayanan, tidak 
transparannya kepastian waktu dan biaya 
pelayanan, sehingga pelayanan publik yang 
diberikan oleh aparat pemerintah Kecamatan 
Tatanga belum mampu menjawab 
perkembangan dan kebutuhan publik.   
 Jenis-jenis pelayanan publik berupa 
pelayanan administratif yang diselenggarakan 
aparat pemerintah Kecamatan Tatanga yaitu 
pelayanan administrasi kependudukan seperti 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 
Keluarga (KK), Surat-surat keterangan dan 
legalisasi perizinan,  Akta Tanah, 
Rekomendasi Izin Usaha dan lain-lain. 
Dari beberapa jenis pelayanan tersebut, 
salah satu  jenis pelayanan yang cukup 
menonjol yaitu pelayanan KTP, hal ini 
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disebabkan jumlah dan frekuensi pemberian 
layanan kepada publik cukup signifikan. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor 
Kecamatan Tatanga bahawa pelayanan 
pengurusan KTP selama periode tahun 2013 
sampai 2014 jumlahnya mencapai 934 orang 
(Kantor Kecamatan Tatanga: 2014). Selain itu 
mempunyai dampak yang sangat luas kepada 
publik, karena pelayanan KTP merupakan 
pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap 
penduduk yang telah memenuhi persyaratan 
dan keberadaannya menjadi persyaratan untuk 
mengakses berbagai pelayanan dan urusan 
yang lain. Karena kegiatan pelayanan 
pengurusan KTP adalah merupakan salah satu 
jenis pelayanan publik, maka  dari aspek 
pelayanannya harus dilaksanakan secara 
akuntabel. 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
penulis berpendapat bahwa  akuntabilitas 
pelayanan publik pada Kantor Kecamatan 
Tatanga khususnya dalam hal pengurusan 
KTP  yang akan disoroti dalam tesis ini 
adalah merupakan salah satu aspek penting 
dalam upaya peningkatan akuntabilitas 
pelayanan yang transparan, cepat dan tepat 
dalam rangka pengembangan kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 
Tetanga pada khususnya dan Kota Palu pada 
umumnya. Oleh karena itu masalah 
akuntabilitas pelayanan pengurusan KTP ini 
penulis jadikan sebagai studi  dalam 
penelitian. 
Dari latar belakang diatas akan dikaji 
masalah yang berkaitan dengan akuntabilitas 
pelayanan pengurusan KTP di Kantor 
Kecamatan Tatanga  yang dirumuskan 
sebagai berikut: (1) Apakah Akuntabilitas 
Pelayanan Pengurusan KTP di Kantor 
Kecamatan Tatanga sudah sesuai Standar 
Oprasional Prosedur, baik dilihat dari acuan 
pelayanan, perhatian terhadap publik dan 
solusi yang diberikan pemerintah kecamatan 
kepada pelanggan. (2) Apakah tiga faktor 
tersebut memiliki kontribusi terhadap 
pelayanan KTP dan faktor apa yang menjadi 
penghambat akuntabilitas pelayanan 
pengurusan KTP. 
Tujuan umum penelitian ini adalah: (1) 
Untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan 
publik dalam  pengurusann KTP di Kantor 
Kecamatan Tatanga Kota Palu. (2) Untuk 
mengetahui faktor-faktor apa yang 
menghambat akuntabilitas pelayanan publik 
dalam  pengurusan KTP di Kantor Kecamatan 
Tatanga Kota Palu. 
Manfaat penelitian ini dapat dilihat 
secara teoritis dan praktis. (1) Secara teoritis, 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi 
dan sumber informasi yang berguna untuk 
penelitian selanjutnya dan  juga hasil 
penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
dalam rangka  pengembangan ilmu 
administrasi publik. (2) Secara praktis. Hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
sumbangsi pemikiran bagi para pengambil 
keputusan di bidang pemerintahan dalam 
upaya pengembangan kinerja institusi 
pemerintahan dan peningkatan sumber daya 
aparatur pemerintah. Dan Hasil penelitian ini 
dapat dijadikan sebagai input bagi para  
penyelenggara pemerintahan di Kota Palu 
dalam upaya peningkatan akuntabilitas 
pelayanan publik baik di bidang 
pemerintahan, pembangunan maupun 
kemasyarakatan. 
Sedangkan dalam tesis ini 
menggunakan fokus kajian akuntabilitas 
pelayanan publik menurut Dwiyanto (2002: 
14), yaitu Acuan pelayanan, Perhatian 
terhadap publik, serta Solusi. Acuan 
pelayanan adalah berupa prosedur pelayanan 
yang digunakan dalam proses pemberian 
pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa 
secara berurutan mulai dari aktivitas yang 
dilakukan ketika masyarakat pengguna jasa 
datang sampai pelayanan tersebut selesai. 
Perhatian terhadap publik adalah 
menunjukkan bahwa aparat birokrasi harus 
memastikan bahwa seluruh aktivitas kerjanya 
semata-mata untuk memberikan pelayanan 
yang memuaskan masyarakat pengguna jasa. 
Solusi adalah sebagai tindakan yang harus 
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diambil oleh aparat birokrasi dalam pelayanan 
bagi masyarakat pengguna jasa yang tidak 




Jenis penelitian ini adalah 
penelitian  kualitatif. Menurut Sugiyono 
(2008: 8) penelitian kualitatif adalah 
metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek alamiah, 
dimana peneliti adalah sebagai instrumen 
kunci. Kirk dan Miller dalam Lexy J. 
Moleong (2004: 3) mengemukakan bahwa 
“penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 
fundamental bergantung pada pengamatan 
pada manusia dalam kawasannya sendiri 
dan berhubungan dengan orang-orang 
tersebut dalam bahasanya dan 
peristilahannya”.  
Dengan menggunakan metode 
penelitian  kualitatif, maka penulis dapat 
mempelajari, menggambarkan dan 
mengetahui secara mendalam bagaimana 
akuntabilitas pelayanan publik di Kantor 
Kecamatan Tatanga dalam pengurusan 
KTP. 
Dalam penelitian ini peneliti 
mengambil lokasi pada Kantor Kecamatan 
Tatanga Kota Palu dengan pertimbangan 
waktu dan kedekatan peneliti dengan lokasi 
penelitian sehingga sangat memudahkan 
untuk keperluan penghimpunan data di 
lapangan. Di samping itu Kantor Kecamatan 
Tatanga adalah merupakan salah satu bagian 
terdepan dari kelembagaan pemerintah daerah 
untuk melakukan pelayanan kepada 
masyarakat. Sedangkan lama waktu penelitian 
akan dilakukan selama 4 bulan yaitu sejak 
bulan Januari 2014 sampai bulan April 2014. 
Penetapan informan dengan cara 
Purposive mengutamakan dari pemberi 
layanan dalam hal ini aparat Pemerintah 
Kecamatan Tatanga serta masyarakat 
pengguna jasa layanan dalam pengurusan 
KTP. Adapun informan yang ditetapkan 
peneliti dari unsur pemerintah kecamatan 
terdiri dari Camat Tatanga, Kepala Seksi 
Pemerintahan Kecamatan Tatanga. 
Sedangkan dari unsur masyarakat pengguna 
jasa layanan terdiri dari 4 orang yang telah 
melakukan pengurusan KTP.  
 Dalam penelitian ini konsep yang 
digunakan adalah akuntabilitas pelayanan 
publik yang diukur dengan fokus kajian 
sebagai berikut:  
 
Acuan Pelayanan  
Acuan pelayanan yang digunakan aparat 
Pemerintah Kecamatan Tatanga dalam proses 
penyelenggaraan pelayanan publik. Fokus 
kajian ini mencerminkan prinsip orientasi 
pelayanan yang dikembangkan oleh aparat 
terhadap masyarakat pengguna jasa. Acuan 
pelayanan dapat berupa standar pelayanan 
atau Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang digunakan aparat Pemerintah 
Kecamatan Tatanga pada proses pelayanan 
pengurusan KTP.  
 
Perhatian Terhadap Publik 
  Perhatian terhadap publik dalam 
menjalankan tugas pelayanan, yaitu 
penggunaan sumber daya dan seberapa jauh 
kepentingan masyarakat pengguna jasa 
memperoleh perioritas dari aparat Pemerintah 
Kecamatan Tatanga dalam melaksanakan 
pelayanan pengurusan KTP. 
 
Solusi 
 Solusi adalah berupa tindakan yang 
dilakukan untuk memberikan kemudahan 
kepada   masyarakat pengguna jasa apabila 
mengalami kesulitan dalam pelayanan.  
Dalam hubungan ini peneliti 
menggunakan  jenis dan sumber data yaitu : 
1. Data Primer, sumbernya melalui observasi 
dan wawancara yang dilaksanakan oleh 
peneliti dengan menyediakan pedoman 
wawancara yang terstruktur kepada 
informan. 
2. Data Sekunder, yaitu data bersumber dari 
Kantor Pemerintah Kecamatan Tatanga 
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khususnya dokumen-dokumen tertulis, 
tentang operasionalisasi penyelenggaraan 
pelayanan kepada publik serta deskripsi lokasi 
penelitian seperti letak kecamatan Tatanga, 
jumlah aparat, sarana dan prasarana 
penunjang pelayanan yang mendukung hasil 
penelitian. 
Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Pengamatan (Observation) 
Pengumpulan data melalui observasi 
dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan 
pencatatan secara langsung terhadap obyek 
penelitian guna memperoleh data yang aktual 
dari sumber data di lapangan. Cara ini 
ditempuh dengan mengamati secara langsung 
maupun tidak langsung khusus tentang 
akuntabilitas pelayanan KTP.  
 
Wawancara (Interview) 
Dalam proses wawancara mendalam, 
peneliti akan menggunakan catatan dan alat 
perekam atau tape recorder sepanjang 
informan bersedia. Wawancara dilakukan 
terhadap informan Aparat Pemerintah 
Kecamatan Tatanga dan publik pengguna jasa 
layanan yang ditemukan pada saat penelitian 




Pengumpulan data melalui dokumentasi 
dilakukan dengan cara membaca, mencatat 
dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun 
laporan data-data lain yang terkait dengan 
permasalahan penelitian. Teknik ini 
digunakan dengan maksud agar data sekunder 
yang erat kaitannya dengan fokus penelitian 
dapat menjadi bahan kelengkapan yang 
mendukung analisis data penelitian ini. 
Dalam setiap pelaksanaan penelitian 
selalu berusaha untuk mendapatkan data 
sebanyak-banyaknya dengan harapan data 
yang telah terkumpul akan menjawab 
permasalahan yang ada dengan cara 
melakukan analisa terhadap data tersebut. 
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti 
akan menggunakan teknik pendekatan analisis 
interpretasi. Teknik pendekatan analisis ini 
untuk memunculkan apa artinya atau 
maknanya dari permasalahan, kasus, keadaan 
atau situasi yang diteliti. Disini akan 
dibandingkan pendapat satu informan dengan 
yang lainnya, dikaitkan relevansi tujuan dan 
pertanyaan penelitian dan diolah data menjadi 
pengertian tertentu. Dengan demikian peneliti 
memperoleh gambaran menyeluruh tentang 
Akuntabilitas pelayanan pengurusan KTP di 
Kantor Kecamatan Tatanga Kota Palu. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada prinsipnya keberadaan birokrasi 
pada sektor publik adalah untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dimana dalam 
menjalankan misi, tujuan dan programnya 
menganut prinsip-prinsip transparansi, 
akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, 
sehingga masyarakat memperoleh layanan 
dari pemerintah secara optimal. 
Dalam hubungan ini pelayanan 
pengurusan KTP adalalah merupakan salah 
satu jenis pelayanan publik yang diberikan 
pemerintah yang termasuk dalam kelompok 
layanan administratif yang menghasilkan 
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. 
Sesuai kedudukan, tugas pokok dan 
fungsinya, organisasi pemerintah kecamatan 
memiliki peran yang strategis dalam 
melakukan pelayanan kepada masyarakat 
karena berada pada posisi terdepan selaku 
perangkat daerah otonom yang berhadapan 
langsung dengan masyarakat dalam 
melakukan pelayanan. Oleh karena itu 
seberapa jauh akuntabilitas sebagai salah satu 
prinsip dasar dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik, maka harus dapat 
dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan 
pelayanan yang dilakukan aparat pemerintah 
termasuk pelayanan dalam hal pengurusan 
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KTP yang dilakukan oleh pemerintah 
kecamatan. 
Penelitian ini akan mengkaji bagaimana 
akuntabilitas pelayanan publik dalam 
pengurusan KTP di Kantor Kecamatan 
Tatanga dengan menggunakan beberapa fokus 
kajian dari variabel penelitian sehingga dapat 
diungkapkan fenomena yang berkaitan 
dengan masalah akuntabilitas dalam 
pemberian pelayanan. Masing-masing fokus 
kajian sebagaimana dijelaskan dalam alur 
pikir  dan definisi konsep akan dicermati 
secara mendalam, sehingga observasi dan 
wawancara yang dilakukan pada obyek 
penelitian akan menghasilkan tanggapan dari 
informan mengenai akuntabilitas pelayanan 
dalam pengurusan KTP.  Hal ini dapat 
dikemukakan melalui fokus kajian 
akuntabilitas pelayanan  yang meliputi: 
   
Acuan Pelayanan  
Acuan pelayanan yang digunakan aparat 
Pemerintah Kecamatan Tatanga dalam 
pelayanan publik adalah pedoman yang 
mencerminkan prinsip orientasi pelayanan 
yang dikembangkan oleh aparat pemerintah 
kecamatan terhadap masyarakat pengguna 
jasa. Ada dua parameter yang digunakan 
untuk mengukur acuan pelayanan  publik 
yaitu : Pertama, Standar Oprasional Prosedur 
(SOP) dan bagaimana pelaksanaannya. Acuan 
pelayanan yang diberikan oleh aparat 
pemerintah kecamatan harus diarahkan 
berdasarkan kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat pengguna jasa itu sendiri, dan 
dalam pelaksanaannya prosedur pelayanan 
tersebut harus diorientasikan pada terciptanya 
kepuasan masyarakat pengguna jasa. Kedua, 
tindakan aparat pemerintah kecamatan 
terhadap masyarakat pengguna jasa yang 
tidak memenuhi persyaratan pelayanan, dalam 
hal ini tindakan mengacu dalam acuan 
pelayanan guna membantu masyarakat 
pengguna jasa dalam proses pelayanan. 
 
Perhatian Terhadap Publik 
Perkembangan manajemen pelayanan 
publik termasuk dalam hal pelayanan KTP 
menuntut peningkatan kemampuan sumber 
daya  aparat pemerintah kecamatan dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.pengguna jasa serta pemenuhan 
sarana dan prasarana penunjang yang 
memadai dalam pelayanan, sehingga upaya 
peningkatan kualitas pelayanan sayogyanya 
dibarengi dengan penggunaan sumber daya 
manusia yang berorientasi pada peningkatan 
kesepadanan antara keahlian dengan 
kemampuan dan bidang pekerjaan aparat 
pemerintah kecamatan dalam memberikan 
pelayanan serta keberadaan sarana dan 
prasarana khususnya dalam menunjang para 
aparatur pelayanan memberikan   perhatian 
yang sungguh-sungguh terhadap kebutuhan 
masyarakat pengguna jasa. 
Parameter yang digunakan untuk 
mengukur perhatian terhadap masyarakat 
yaitu penggunaan sumber daya yang dimiliki 
oleh aparat Pemerintah Kecamatan Tatanga. 
Penggunaan sumber daya dimaksudkan agar 
setiap aparat pemerintah kecamatan memiliki 
kemampuan yang tinggi serta efektif dan 
efisien dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya dalam memberikan pelayanan. 
Oleh karena itu keberadaan sumber daya 
aparatur di jajaran pemerintah kecamatan 
perlu terus dikembangkan, demikian pula 
pengembangan sarana dan prasarana yang 
memadai.  Dalam hal ini Malayu S.P. 
Hasibuan (1995;76) mengemukakan bahwa 
“pengembangan adalah suatu usaha untuk 
meningkatkan pengetahuan teknis, teoritis, 
konseptual, dan moral karyawan sesuai 
dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui 
pendidikan dan latihan”.   
 
Solusi 
Salah satu ciri dari pelayanan yang 
akuntabel adalah pelayanan yang dapat 
memberikan solusi atau jalan keluar bagi 
masyarakat pengguna jasa yang mengalami 
kesulitan dalam pengurusan sesuatu yang 
dibutuhkan. Solusi merupakan cara 
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pemecahan/penyelesaian masalah tanpa ada 
tekanan dari berbagai pihak. 
Dalam kenyataannya masyarakat 
pengguna jasa layanan masih sering 
mengalami kesulitan dalam upaya 
mendapatkan pelayanan terbaik seperti 
pemahaaman terhadap peraturan, prosedur 
yang harus ditempuh atau pemenuhan 
persyarakatan yang diperlukan. Dengan 
demikian aparat pemerintah kecamatan yang 
akuntabel  terhadap masyarakat pengguna jasa 
layanan seharusnya mampu memberikan 
solusi pelayanan yang tidak mempersulit 
masyarakat. 
Untuk mengukur solusi dalam 
akuntabilitas pelayanan yang diberikan aparat 
Pemerintah Kecamatan Tatanga dalam 
pengurusan KTP, parameter yang dapat 
digunakan adalah tindakan yang dilakukan 
aparat ketika terdapat masyarakat pengguna 
jasa yang mengalami kesulitan dalam 
pelayanan pengurusan KTP. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan di 
lapangan menunjukkan bahwa dari tiga fokus 
kajian akuntabilitas pelayanan berupa acuan 
pelayanan, perhatian terhadap publik dan 
solusi, dapat dikatakan belum memberikan 
kontribusi yang maksimal terhadap pelayanan 
pengurusan KTP yang dilakukan di Kantor 
Kecamatan Tatanga. Hal ini dapat dilihat dari 
masing-masing fokus kajian dimana hanya 
satu saja yaitu pemberian solusi kepada 
masyarakat pengguna layanan pengurusan 
KTP yang telah dilakukan dengan maksimal. 
Dalam kaitan ini  ditemukakan beberapa 
faktor yang menjadi penghambat akuntabilitas 
dalam melakukan pelayanan pengurusan KTP 
di Kantor Kecamatan Tatanga, yaitu: 
 
Peralatan Pembuatan/Pencetakkan KTP 
Peralatan untuk memproses 
pembuatan/pencetakan KTP yang belum 
dimiliki oleh Kantor Kecamatan Tatanga, 
sehingga pelayanan pembuatan/pencetakkan 
KTP masih ditanggani oleh Kantor 
Kecamatan Palu Selatan dan Palu Barat atau 
langsung oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Palu, sementara 
pemerintah Kecamatan Tatanga hanya sebatas 
pada proses pengurusannya saja hal ini 
disebabkan status Kantor Kecamatan Tatanga 
yang ditempati sekarang ini adalah bangunan 
Ruko yang masih disewa dan tidak memiliki 
ruang khusus yang dianggap layak untuk 
menempatkan peralatan pemotretan dan 
pencetakan KTP. Akibatnya masyarakat 
pengguna layanan cendrung dalam melakukan 
pengurusan KTP merasa enggan untuk 
mengurus sampai ke Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Palu karena merasa 
belum terbiasa mengurus sendiri. Kondisi 
semacam ini yang sulit dipertanggung 




Berdasarkan pengamatan di lapangan 
menunjukkan bahwa aparat Pemerintah 
Kecamatan Tatanga dalam memberikan 
pelayanan pengurusan KTP terkesan  masih 
menerapkan standar nilai atau norma 
pelayanan secara sepihak. Seperti pemberian 
pelayanan yang hanya berorientasi pada 
sejumlah aturan dan petunjuk 
pelaksanaannya, bukan pada kepuasan 
pelanggan sebagai salah satu unsur akuntabel 
tidaknya pelayanan yang diberikan oleh 
instansi pemerintah. Akibatnya ada 
kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya 
komitmen aparat pemerintah kecamatan untuk 
akuntabel terhadap masyarakat pengguna jasa 
yang dilayaninya. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelian dan 
pembahasan yang telah dipaparkan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 Pelayanan pengurusan KTP di Kantor 
Kecamatan Tatanga menunjukkan bahwa  
kurang akuntabel. Hal ini dibuktikan dari 
tiga fokus kajian akuntabilitas pelayanan 
yang diteliti, yaitu acuan pelayanan, 
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perhatian terhadap publik dan solusi, hanya 
satu fokus kajian yang menunjukkan 
bahwa akuntabilitas pelayanan berupa 
solusi yang diberikan aparat Pemerintah 
Kecamatan Tatanga kepada masyarakat 
pengguna jasa layanan ketika mengalami 
kesulitan dalam pengurusan KTP telah 
dilakukan secara maksimal. Sedangkan 
fokus acuan pelayanan dan perhatian 
terhadap publik dalam kategori kurang 
maksimal yang diukur dari beberapa 
parameter yang digunakan, seperti SOP, 
tindakan aparat Pemerintah Kecamatan 
Tatanga dan penggunaan sumber daya 
yang dimiliki serta prioritas aparat 
Pemerintah Kecamatan Tatanga dalam 
memberikan pelayanan. 
 Masih terdapat faktor-faktor penghambat 
akuntabilitas pelayanan dalam hal 
pengurusan KTP di Kantor Kecamatan 
Tatanga, yaitu belum tersedianya peralatan 
untuk memproses pembuatan/pencetakan 
KTP disebabkan karena Kecamatan 
Tatanga tidak memiliki ruang khusus yang 
dianggap memadai untuk menempatkan 
peralatan pemotretan/pencetakan KTP, 
sehingga tugas aparat Pemerintah 
Kecamatan Tatanga dalam pelayanan 
hanya terbatas pada pengurusan KTP saja 
dan untuk penyelesaiannya masih harus 
berurusan lanjut ke Kantor Kecamatan lain 
atau ke Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Palu. Di samping 
faktor tersebut juga pelayanan yang 
diberikan aparat Pemerintah Kecamatan 
dalam pengurusan KTP masih berorientasi 
pada aturan semata, kurang memiliki 
komitmen untuk menyesuaikan pemberian 
pelayanan dengan nilai atau norma yang 
ada pada masyarakat dalam rangka 
menciptakan kualitas pelayanan yang 
berorientasi pada kepuasan pelanggan. 
 
Rekomendasi 
 Perlu upaya dari Pemerintah Kota Palu 
dalam waktu yang tidak terlalu lama segera 
merealisasi pembangunan gedung Kantor 
Kecamatan Tatanga yang dianggap layak 
untuk penyelenggaraan pelayanan publik, 
sehingga dengan demikian masyarakat 
yang akan melakukan pengurusan KTP 
tidak lagi harus berurusan dengan 
menempuh jarak pelayanan yang begitu 
panjang cukup hanya sampai pada tingkat 
kecamatan saja. 
 Adanya kewajiban konstitusional dari 
seluruh jajaran instansi pemerintah, maka 
sebaiknya pemerintah kecamatan membuat 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) secara tertib setiap 
akhir tahun yang dapat digunakan  di 
samping sebagai bahan pertanggung 
jawaban kepada pemerintah atasan, juga 
dapat disampaikan secara terbuka kepada 
masyarakat melalui media publik. Dengan 
demikian masyarakat dapat mengetahui 
dan menilai seberapa jauh kinerja 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 
kecamatan kepada mayarakat.  
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